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ABSTRAK 

 

Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PRT) bisa bekerja secara 

mandiri kepada pengguna jasa ataupun melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah 

Tangga (selanjutnya disingkat LPPRT). PT Ibrahim Abdullah Budi Mulia 

(selanjutnya disingkat PT IABM) merupakan salah satu LPPRT di Kota Padang. PT 

IABM sebagai LPPRT memiliki tanggung jawab sebagai penyalur untuk memastikan 

dan memonitor PRT selama bekerja di pihak pengguna jasa. Pengguna jasa berhak 

meminta pertanggungjawaban atas perbuatan PRT yang telah disalurkan oleh PT 

IABM. Namun bagaimana pertanggungjawaban PT IABM sebagai LPPRT kepada 

Pengguna Jasa atas perbuatan PRT yang telah disalurkan? Adapun rumusan masalah 

pada penelitian ini sebagai berikut (1) Bagaimana hubungan hukum antara LPPRT, 

PRT, pengguna jasa dan pekerja lapangan pada PT IABM di Kota Padang? Dan (2) 

Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kesepakatan penyaluran tenaga kerja PRT 

pada PT IABM di Kota Padang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: Hubungan hukum yang terjadi antara PT IABM selaku LPPRT 

dengan PRT didasari pada perjanjian, sementara hubungan hukum antara PRT 

dengan pengguna jasa terjadi berdasarkan perjanjian kerja. Berkaitan dengan 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PRT tidak menjadi tanggung jawab 

PT IABM selaku LPPRT karena berdasarkan perjanjian, segala perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh PRT menjadi tanggung jawab PRT itu sendiri 

Kata Kunci: Kesepakatan, Perjanjian, Pekerja Rumah Tangga, Lembaga Penyalur 

Pekerja Rumah Tangga, Pengguna Jasa, Pertanggungjawaban Hukum. 

 


